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ABSTRAK 

 

 

Penelitian bertujuan untuk menerapkan dan  mengetahui bagaimana implementasi 

kebijakan Publik Pemerintah Kota Palembang dalam melakukan relokasi Pedagang 

Kaki Lima di kota Palembang. Masalah kebijakan ini merujuk pada kebijakan 

publik yaitu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Kebijakan publik pada 

prinsipnya dibuat atas dasar kebijakan yang bersifat luas yang menurut Werf (1997) 

adalah usaha mencapai tujuan tertentu dengan sasaran tertentu dan dalam urutan 

tertentu. Sedangkan kebijakan pemerintah menurut Werf (1997)  mempunyai 

pengertian baku yaitu suatu keputusan yang dibuat secara sistematik oleh 

pemerintah dengan maksud dan tujuan tertentu yang menyangkut kepentingan 

umum. Penelitian ini sangat penting untuk dilakukan mengingat peranan PKL ( 

pedangang Kaki Lima ) berperan sangat penting  dalam membuka kesempatan kerja 

dan merupakan profesi yang dapat mendukung  bagi perusahaan-perusahaan 

berskala besar yang pada akhirnya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di 

suatu Negara. Untuk dapat bertahan dalam lingkungan yang semakin kompetitif, 

Pedagang Kaki Lima (PKL)  dituntut untuk semakin meningkatkan kinerjanya 

melalui kemampuan dalam bidang teknologi informasi dan peningkatan 

kemampuan dan pemahaman terhadap implementasi kebijakan publik. Untuk itu 

penelitian ini akan dilakukan dengan dua tahapan. Tahap pertama adalah 

menganalisis dan membangun jaringan IT  (Teknologi Informasi) Bagi Pedagang 

Kaki Lima (PKL), tahap kedua menerapkan  dan mengevalusi terhadap pengunaan 

IT (teknologi Informasi) bagi PKL.  

 

Kata kunci: Impementasi, Kebijakan Publik, Relokasi, Pedagang Kaki Lima, 

Teknologi Informasi.   
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BAB I. PENDAHULUAN 

1.1.Latar Belakang 

Letak geografis Indonesia yang berupa kepulauan sangat berpengaruh terhadap 

perkembangan pemerintahan negara indonesia. Dengan keadaan geografis yang 

berupa kepulauan ini menyebabkan pemerintah sulit mengatur pemerintahan yang 

ada didaerah. Untuk memudahkan pengaturan atau penataan pemerintahan maka 

diperlukan adanya berbagai suatu sistem pemerintahan yang dapat berjalan secara 

efisien dan mandiri tetapi tetap dibawah pengawasan dari pemerintah pusat. Di era 

reformasi ini sangat dibutuhkan sistem pemerintahan yang memungkinkan 

cepatnya penyaluran keinginan dan hasrat rakyat di daerah, namun itu juga tetap 

dibawah pengawasan pemerintah pusat. Hal tersebut sangat diperlukan karena 

mulai terdapat munculnya ancaman-ancaman Negara Kesatuan Republik 

Indonesia (NKRI). Sumber daya alam dan manusia di daerah Indonesia yang tidak 

merata juga merupakan salah satu penyebab diperlukannya suatu sistem 

pemerintahan yang mampu mengelola sumber daya alam dan manusia yang dapat 

meningkatkan sumber pendapatan daerah sekaligus menjadi pendapatan nasional. 

Masalah kebijakan merupakan sebuah fenomena yang menarik karena tidak 

semua kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dapat diterima oleh seluruh 

masyarakat. Beberapa kali  kebijakan pemerintah justru menimbulkan masalah 

baru didalam masyarakat.  Hal tersebut terutama terjadi karena ketidakserasian 

antara isi kebijakan dengan praktek dilapangan. Masalah kebijakan ini merujuk 

pada kebijakan publik yaitu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Kebijakan 

publik pada prinsipnya dibuat atas dasar kebijakan yang bersifat luas yang 

menurut Werf (1997) adalah usaha mencapai tujuan tertentu dengan sasaran 
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tertentu dan dalam urutan tertentu. Sedangkan kebijakan pemerintah menurut 

Werf (1997)  mempunyai pengertian baku yaitu suatu keputusan yang dibuat 

secara sistematik oleh pemerintah dengan maksud dan tujuan tertentu yang 

menyangkut kepentingan umum. Kebijakan pemerintah dibuat agar hidup 

masyarakat dapat teratur dan terorganisir dengan baik. 

 Pemerintahan Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 

2004 sebagaimana telah diamandemen dengan Undang-Undang No 12 Tahun 

2008 Tentang Pemerintahan Daerah pasal 1 ayat (2) adalah sebagai berikut: 

“Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh 

pemerintahan daerah dan DPRD menurut azas dan otonomi dan tugas pembantuan 

dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara 

Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Dari definisi yang dikemukakan 

tersebut, maka pemerintahan daerah mengurus masalah yang menjadi urusan 

daerah (provinsi atau kabupaten) oleh pemerintah daerah dan DPRD. Melalui 

kebijakan pemerintah yang jelas dan pengembangan sumber daya manusia yang 

baik maka permasalahan social dalam masyarakat dapat dihindarkan. Selain itu 

ruang partisipasi yang dibuka seluas-luasnya dan adanya hubungan dialogis yang 

baik antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, maka akan menimbulkan 

sinergi yang baik dalam menghasilkan ataupun melaksanakan sebuah kebijakan 

publik.  

Fenomena Pedagang Kaki Lima (PKL) juga merupakan  hal menarik dan 

cukup menyita perhatian pemerintah. PKL sering kali dianggap mengganggu 

ketertiban seperti di lalu lintas, membuat jalanan menjadi tercemar, menimbulkan 
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kerawanan sosial dan mengganggu ketertiban tata ruang kota. Sebagai pembuat 

kebijakan pemerintah harus besikap arif dalam menentukan kebijakan sebab PKL 

merupakan salah satu sektor informal yang dominan didaerah perkotaan, sebagai 

wujud kegiatan ekonomi skala kecil yang menghasilkan dan mendistribusikan 

barang dan jasa. Barang-barang yang dijual PKL lebih banyak berkategori 

makanan dan souvenir. PKL menjajakan dagangannya berkeliling atau mengambil 

tempat di trotoar dan pinggiran toko. PKL adalah sektor kegiatan informal dengan 

ciri-ciri (Bukhari Alma, 2011): tidak terorganisasi secara baik, tidak memiliki ijin 

usaha yang sah, pola kegiatan tidak teratur (tidak ada jam kerja), usahanya tidak 

kontinyu (mudah berganti usaha), modal usaha relatif kecil (barang dagangan 

milik sendiri ataupun milik orang lain), teknologi yang digunakan sangat 

sederhana, dan umumnya tingkat pendidikan rendah.  

Sejak terjadinya krisis ekonomi, pembangunan perekonomian daerah mengalami 

hambatan dan keterbatasan dalam pemanfaatan sumber daya alam, ketersediaan 

modal, kemitraan pemerintah, masyarakat dan dunia usaha. Seiring dengan hal 

tersebut perkembangan daerah perkotaan dan pertumbuhan penduduk yang tinggi 

mengakibatkan kurangnya ketersediaan lapangan kerja dan sarana prasarana 

dalam jumlah yang banyak,  sehingga masyarakat kelompok menengah 

kebawah  mengambil alternatif untuk berprofesi sebagai PKL.  Berkembangnya 

PKL juga dianggap sebagian kalangan dipicu oleh gagalnya pemerintah 

membangun ekonomi sehingga tidak berkembangnya usaha-usaha di sektor riil. 

Pada akhirnya hal ini menyebabkan meningkatnya jumlah PKL. 

Efek yang ditimbulkan dari keberadaan PKL ini dengan pola 

ketidakteraturannya akhirnya menciptakan kawasan kumuh, tidak rapi, kemacetan 
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lalu lintas dan berkurangnya keindahan atau estetika kota. Permasalahan PKL ini 

diperparah oleh arus migrasi yang tidak pernah berhenti dari desa ke kota. 

Kebijakan demi kebijakan telah diterapkan pemerintah namun seringkali belum 

menampakkan hasil yang memuaskan. Pemerintah kota Palembang sebagai salah 

satu pemerintah daerah yang juga mengalami hal tersebut telah berupaya 

melakukan beberapa hal diantaranya menempatkan PKL atau “relokasi” pada 

kawasan khusus dan membantu pendanaannya. Melalui Dinas Koperasi dan 

Sektor Informal, Pemerintah Kota Palembang telah melakukan pendataan, 

penataan, pemberian modal bergulir hingga pelatihan kerja. Namun demikian 

beberapa kalangan masih menganggap upaya tersebut terkesan setengah-setengah. 

Akibatnya, upaya penertiban seringkali berujung pada bentrokan dan perlawanan 

fisik dari PKL. Bersama dengan komponen masyarakat lainnya, tidak jarang para 

PKL justru melakukan unjuk rasa menghujat kegagalan pemerintah dalam 

menyediakan lapangan kerja untuk masyarakat miskin. Untuk itu peneliti ingin 

mengetahui bagaimana implementasi kebijakan publik dalam hal relokasi 

pedagang kaki lima di kota Palembang. Peneliti berencana melakukan penelitian 

dengan judul Implementasi kebijakan publik dalam hal relokasi pedagang 

kaki lima di Palembang. Dengan penelitian ini diharapkan diperoleh masukan 

dalam pengambangan kebijakan publik di masa depan 

1.1. Permasalahan penelitian  

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis mencoba untuk menarik 

permasalahan yang dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana penerapan kebijakan publik dalam pedagang kaki lima di Kota  

di  Palembang? 
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2. Hal-hal apa yang menjadi kunci keberhasilan penerapan kebijakan 

tersebut? 

1.2.Tujuan Penelitian  

1. Penerapan kebijakan publik dalam pedagang kaki lima di Kota  di  

Palembang. 

2. Mengetahui implementasi kebijakan publik serta Literasi teknologi bagi 

PKL (pedangang kaki lima,) di kota Palembang  

1.3 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat pada pemerintah 

sebagai informasi dalam menambil keputusan, menetapkan kebijakan dan 

mengambil langkah-langkah konkrit dalam pembinaan pedagang kaki Lima di 

kota Palembang dan pemerintah Indonesia umumnya. Disamping itu penelitian ini 

juga bermanfaat sebagai informasi dalam menentukan program pengembangan 

Pedagang Kaki Lima di kota Palembang dan Kota-Kota lain di Indonesia. 

I.4 Luaran 

Hasil penelitian ini diharapkan menghasilkan beberapa poin penting antara lain : 

1. Menghasilkan laporan penelitian yang akan dipublikasikan dalam sebuah 

jurnal nasional yang terakreditasi. 

2. Membangun jaringan Pedangang Kaki lima berbasiskan teknologi 

informasi 

3. Menghasilkan Pedagang Kaki Lima yang sukses berwirausaha dengan 

kompetensi yang berkualitas. 

4. Menghasilkan laporan penelitian yang akan diseminarkan di Seminar 

Nasional dan akan diterbitkan  dalam sebuah prosiding yang ber-ISBN. 
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BAB II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1.Konsep Dasar Kebijakan Publik 

2.1.1.  Definisi kebijakan publik 

 Dye dalam wahab (2014:14) mendefinisikan kebijakan publik sebagai 

apapun yang dipilih untuk dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah. Dye 

juga mengatakan bahwa bila pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu maka 

harus ada tujuannya dan kepastian tindakannya, bukan sebatas pernyataan 

keinginan pemerintah atau pejabat pemerintah saja. Baik sesuatu yang ditetapkan 

untuk dilaksanakan oleh pemerintah atau yang tidak dilaksanakan pemerintah 

keduanya termasuk dalam kebijakan pemerintah oleh karena itu akan memiliki  

pengaruh atau dampak pada masyarakat atau publik. Beberapa ahli lain seperti 

Udoji mendefinisikan kebijakan publik sebagai suatu tindakan bersanksi yang 

mengarah pada suatu tujuan tertentu yang saling berkaitan dan mempengaruhi 

sebagian besar warga masyarakat, sedangkan Lemieux merumuskan kebijakan 

publik sebagai produk akitivitas – aktivitas yang dimaksudkan untuk memecahkan 

masalah-masalah publik yang terjadi dilingkungan tertentu yang dilakukan oleh 

aktor-aktor politik yang hubungannya terstruktur dan berlangsung sepanjang 

waktu (wahab, 2014: 15). Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa kebijakan 

publik adalah sesuatu yang ditetapkan pemerintah untuk dilaksanakan atau tidak 

dilaksanakan dengan cara cara tertentu untuk tujuan memecahkan masalah 

tertentu secara terstruktur dan berkelanjutan. 

2.1.2. Alasan dibuatnya kebijakan publik 

 Kebijakan publik pada prinsipnya adalah usaha mencapai tujuan tertentu 

dengan sasaran tertentu dan dalam urutan tertentu secara sistematik oleh 
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pemerintah. Oleh karena itu menurut Anderson dalam wahab (2014: 20) kebijakan 

publik  memiliki implikasi antara lain:  

1. Bahwa kebijakan pemerintah itu selalu mempunyai tujuan tertentu atau 

merupakan tindakan yang berorientasi pada tujuan . 

2. Bahwa kebijakan pemerintah berisi tindakan-tindakan atau pola-pola 

tindakan pejabat.  

3.  Bahwa kebijakan pemerintah adalah merupakan apa yang benar-benar 

dilakukan oleh pemerintah, jadi bukan merupakan apa yang pemerintah 

bermaksud ingin melakukan sesuatu.  

4. Bahwa kebijakan pemerintah bersifat positif, yang merupakan tindakan 

pemerintah mengenai suatu masalah tertentu, bersifat negatif dalam arti 

merupakan keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu 

sesuatu. 

5. Bahwa kebijakan pemerintah setidaknya dalam arti positif didasarkan atau 

selalu pada peraturan perundang-undangan dan bersifat memaksa. 

Sedangkan menurut UUD 1945 tujuan dari pembuatan kebijakan adalah 

sesuai dengan yang dicita-citakan atau diharapkan dari pembentukan Negara 

Kesatuan Republik Indonesia yang tertuang dalam Pancasila dan pembukaan 

Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat, yaitu: (i) melindungi segenap bangsa 

Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; (ii) meningkatkan kesejahteraan 

umum; (iii) mencerdaskan kehidupan bangsa; dan (iv) ikut melaksanakan 

ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian yang abadi, dan keadilan 

sosial. Salah satu konsep dasar pembentukan Negara Kesatuan Republik 
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Indonesia adalah untuk memberikan kemakmuran pada seluruh masyarakat yang 

ada di dalamnya, hal ini sesuai dengan konsep dasar Negara Kesejahteraan. 

2.1.3. Ciri - Ciri Kebijakan Publik 

 Kebijakan publik pada hakikatnya merupakan sebuah aktivitas yang khas 

dalam artian ia mempunyai ciri – ciri tertentu yang agaknya tidak dimiliki oleh 

kebijakan jenis lain. Ciri-ciri khusus yang melekat pada kebijakan-kebijakan 

publik bersumber pada kenyataan bahwa kebijakan itu lazimnya dipikirkan, 

didesain, dirumuskan, dan diputuskan oleh mereka yang memiliki otoritas dalam 

sistem politik Easton dalam Wahab (2014:17). Dalam sistem politik  masyarakat 

tradisional yang sederhana contohnya para ketua adat atau ketua suku. Sedangkan 

di sistem politik atau masyarakat modern yang kompleks, mereka itu adalah para 

eksekutif, legislator, hakim,administrator, monarki, dan sejenisnya. Mereka inilah 

merupakan orang-orang yang dalam kesehariannya terlibat langsung dalam 

urusan-urusan politik dan dianggap oleh sebagian besar warga sebagai pihak yang 

mempunyai kapasitas dan bertanggung jawab atas urusan-urusan politik. 

2.1.4. Implementasi Kebijakan 

 Mazmanian dan Sabatier dalam wahab (2014), menjelaskan makna 

implementasi adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu 

program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian 

implementasi kebijakan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang 

timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijakan publik yang mencakup 

baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan 

akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian. Implementasi 

kebijakan dapat pula dianggap sebagai suatu proses, serangkaian keputusan dan 
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tindakan yang bertujuan melaksanakan keputusan pemerintah atau keputusan 

legislasi negara yang telah dibuat atau dirumuskan sebelumnya (Wahab: 2014). 

 Tenik- teknik implementasi kebijakan publik (Wahab:2014) yaitu sebagai 

berikut: 

1. Pendekatan perintah kendali yaitu secara kental bertumpu pada mekanisme 

birokrasi, melibatkan penerapan mekanisme yang agak memaksa. 

Misalnya, penerapan standar tertentu, inspeksi ketat dari aparat birokrasi, 

dan pengancaman dengan sanksi tertentu bagi para pelanggar yang gagal 

mematuhi aturan hukum terkait. 

2. Pendekatan insentif ekonomi yang berbasis pada kekuatan pasar yaitu 

sebaliknya lebih lentur melibatkan penggunaan nilai pajak, subsidi atau 

pemberian ganjaran tertentu (reward), maupun bentuk hukuman lain untuk 

mendorong agar pihak swasta/individu mematuhi hukum yang berlaku.  

2.1.5.Tujuan dan Pentingnya Evaluasi Kebijakan Publik 

 Evaluasi dalam penggunaannya yang paling umum adalah suatu proses 

yang dilakukan untuk menentukan nilai (value). Dengan demikian evaluasi 

merupakan bagian dari setiap analisis untuk keputusan publik. Istilah evaluasi 

dipergunakan dalam arti lebih terbatas dan teknis sebagai suatu penyelidikan 

untuk mengukur betapa baik penyelesaian yang sesungguhnya dari suatu program 

yang sedang berlangsung (atau kurang sering, program yang sudah selesai) sesuai 

dengan penyelesaian yang diharapkan (Moekijat, 1995: 180) 

 Tujuan dari evaluasi kebijakan ini menurut Moekijat (2011: 184), yaitu: 

1. Evaluasi untuk mempengaruhi alokasi sumber, maksudnya untuk 

mengukur nilai atau keefektifan program atau proyek yang sedang 
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berlangsung guna membantu menentukan dana (atau mungkin sumber-

sumber lain) yang akan diberikan. 

2. Evaluasi untuk memperbaiki operasi sering dilakukan internal, karena 

maksudnya adalah untuk menyelidiki perubahan-perubahan yang mungkin 

dalam program dengan tujuan untuk memperbaiki pelaksanaan pekerjaan, 

bukan untuk melihat bagaimana program bekerja dibandingkan dengan 

program-program yang sama atau dalam arti yang mutlak. 

2.1.6. Tipe-Tipe Evaluasi Kebijakan Publik 

 Edward A. Suchman (winarno, 2005) mengumukakan enam langkah dalam 

evaluasi kebijakan, yaitu: 

1. Mengidentifikasi tujuan program yang akan di evaluasi 

2. Analisis terhadap masalah 

3. Deskripsi dan standardisasi kegiatan 

4. Pengukuran terhadap tingkat perubahan yang terjadi 

5. Menentukan apakah perubahan yang diamati merupakan akibat dari kegiatan 

tersebut atau karena penyebab yang lain 

6. Beberapa indikator untuk menentukan keberadaan suatu dampak 

 Samodra dalam Nugroho (2004), evaluasi kebijakan publik memiliki 

empat fungsi, yaitu: 

1. Eksplanasi. Melalui evaluasi dapat dipotret realitas pelaksanaan program 

dan dapat dibuat suatu generalisasi tentang pola-pola hubungan antar 

berbagai dimensi realitas yang diamatinya. Dari evaluasi ini evaluator 

dapat mengidentifikasiksi masalah, kondisi, dan aktor yang mendukung 

keberhasilan atau kegagalan kebijakan. 
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2. Kepatuhan. Melalui evaluasi dapat diketahui apakah tindakan yang 

dilakukan oleh para pelaku, baik birokrasi maupun pelaku lainnya sesuai 

dengan standar dan prosedur yang ditetapkan oleh kebijakan. 

3. Audit. Melalui evaluasi dapat diketahui, apakah output benar-benar sampai 

ketangan kelompok sasaran kebijakan, atau justru ada kebocoran atau 

penyimpangan. 

4. Akunting. Dengan evaluasi dapat diketahui apa akibat sosial ekonomi dari 

kebijakan tersebut. 

2.2. Konsep Dasar Pedagang Kaki Lima (PKL) 

2.2.1 Definisi pedagang kaki lima 

  Istilah kaki lima berasal dari masa penjajahan kolonial Belanda. Peraturan 

pemerintahan waktu itu menetapkan bahwa setiap jalan raya yang dibangun 

hendaknya menyediakan sarana untuk pejalan kaki. Lebar ruas untuk pejalan 

adalah lima kaki atau sekitar satu setengah meter. Pedagang Kaki Lima atau 

disingkat PKL adalah istilah untuk menyebut penjaja dagangan yang 

menggunakan gerobak. Istilah itu sering ditafsirkan karena jumlah kaki 

pedagangnya ada lima. Lima kaki tersebut adalah dua kaki pedagang ditambah 

tiga “kaki” gerobak (yang sebenarnya adalah tiga roda atau dua roda dan satu 

kaki). Saat ini istilah PKL juga digunakan untuk pedagang di jalanan pada 

umumnya. 

 PKL merupakan salah satu bentuk dari usaha disektor informal. 

Alisjahbana (2006) mengemukakan bahwa Pedagang Kaki Lima atau disingkat 

PKL adalah istilah untuk menyebut penjaja dagangan yang menggunakan 

gerobak, dan menggelar daganganya di ruang publik, seperti trotoar, pinggir jalan 

http://id.wikipedia.org/wiki/Belanda
http://id.wikipedia.org/wiki/Kaki_%28satuan_panjang%29
http://id.wikipedia.org/wiki/Gerobak
http://id.wikipedia.org/wiki/Kaki
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atau juga di bantaran kali. Sektor informal sendiri merupakan tenaga kerja yang 

bekerja pada segala jenis pekerjaan tanpa ada perlindungan negara dan atas usaha 

tersebut tidak dikenakan pajak. Definisi lainnya adalah segala jenis pekerjaan 

yang tidak menghasilkan pendapatan yang tetap, tempat pekerjaan yang tidak 

memiliki keamanan kerja (job security), tidak permanen dan unit usaha atau 

lembaganya  tidak berbadan hukum. Menurut ahli yang lain pedagang kaki lima 

merupakan bagian dari sektor informal kota yang mengembangkan aktifitas 

produksi barang dan jasa di luar kontrol pemerintah dan tidak terdaftar (Evers dan 

Korf:2002). Dari segi ekonomi tentunya jelas dapat dilihat bahwa dengan adanya 

PKL maka dapat membantu pekerja sector informal untuk mendapatkan 

penghasilan. Dari segi sosial dapat dirasakan bahwa keberadaan PKL dapat 

menghidupkan dan meramaikan suasana dan seringkali menjadi daya tarik 

tersendiri dari segi  budaya.  

2.2.2. Ciri-Ciri Pedagang Kaki Lima  

 Beberapa karakteristik khas pedagang kaki lima dikemukakan oleh 

(Suyanto: 2005) adalah sebagai berikut:  

1. Pola persebaran kaki lima umumnya mendekati pusat keramaian dan tanpa 

ijin menduduki zona-zona yang semestinya menjadi milik publik. 

2. Para pedagang kaki lima umumnya memiliki daya resistensi sosial yang 

sangat lentur terhadap berbagai tekanan dan kegiatan penertiban. 

3. Sebagai sebuah kegiatan usaha, pedagang kaki lima umumnya memiliki 

mekanisme involutif penyerapan tenaga kerja yang sangat longgar.  
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4. Sebagian besar pedagang kaki lima adalah kaum migran, dan proses 

adaptasi serta eksistensi mereka didukung oleh bentuk-bentuk hubungan 

patronase yang didasarkan pada ikatan faktor kesamaan daerah asal  

5. Para pedagang kaki lima rata-rata tidak memiliki ketrampilan dan keahlian 

alternatif untuk mengembangkan kegiatan usaha baru luar sektor informal 

kota. 

Sedangkan menurut Kartono (1980) pedagang kaki lima, yaitu: 

1) Merupakan pedagang yang kadang- kadang juga sekaligus berarti 

produsen; 

2) Ada yang menetap pada lokasi tertentu, ada yang bergerak dari tempat satu 

ketempat yang lain (menggunakan pikulan, kereta dorong, tempat atau stan 

yang tidak permanen serta bongkar pasang); 

3) Menjajakan bahan makanan, minuman, barang-barang konsumsi lainnya 

yang tahan lama secara eceran; 

4) Umumnya bermodal kecil,kadang hanya merupakan alat bagi pemilik 

modal dengan mendapatakan sekedar komisi sebagai imbalan atas jerih 

payahnya; 

5) Kualitas barang- barang yang diperdagangkan relativ rendah dan biasanya 

tidak berstandar; 

6) Volume peredaran uang tidak seberapa besar, para pembeli merupakan 

pembeli yang berdaya beli rendah; 

7) Usaha skala kecil bisa berupa family enterprise, dimana ibu dan anak-anak 

turut membantu dalam usaha tersebut, baik langsung maupun tidak 

langsung; 
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8) Tawar menawar antar penjual dan pembeli merupakan relasi ciri yang khas 

pada usaha pedagang kaki lima; 

9) Dalam melaksanakan pekerjaannya ada yang secara penuh, sebagian lagi 

melaksanakan setelah kerja atau pada waktu senggang, dan ada pula yang 

melaksanakan musiman. 

2.3. Kebijakan mengenai PKL   

 Berkembangnya PKL dianggap beberapa kalangan dipicu oleh gagalnya 

pemerintah membangun ekonomi sehingga tidak berkembangnya usaha –usaha di 

sektor riil yang pada akhirnya menyebabkan meningkatnya jumlah pengangguran.  

Pemerintah sering melakukan penertiban PKL dengan melakukan penggusuran 

sebagai upaya menciptakan ketertiban namun tidak disertai dengan upaya 

menciptakan lahan baru yang strategis sebagai penggantinya karena anggapan 

bahwa PKL adalah bisnis yang illegal. Bagaimanapun juga PKL adalah juga 

warga negara yang harus dilindungi hak-haknya, hak untuk hidup, bebas berkarya, 

berserikat dan berkumpul. Seperti tercantum dalam UUD 45 Pasal 27 ayat (2): 

“Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi 

kemanusiaan” dan pasal 13 UU Nomor 09/1995 tentang usaha kecil : “Pemerintah 

menumbuhkan iklim usaha dalam aspek perlindungan, dengan menetapkan 

peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan untuk menentukan peruntukan 

tempat usaha yang meliputi pemberian lokasi di pasar, ruang pertokoan, lokasi 

sentral industri, lokasi pertanian rakyat, lokasi pertambangan rakyat, dan lokasi 

yang wajar bagi pedagang kaki lima, serta lokasi lainnya memberikan bantuan 

konsultasi hukum dan pembelaan. 
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Fenomena PKL dan masalah – masalah yang ditimbulkan PKL seperti 

yang telah diuraikan di atas, dianggap menyulitkan dan menghambat pemerintah 

untuk mewujudkan sebuah kota yang bersih dan tertib. Meskipun pemerintah 

telah membuat kebijakan Perda untuk melarang keberadaan PKL, faktanya jumlah 

PKL malah semakin banyak. Bahkan kebijakan Perda tersebut menuai banyak 

kontra dari para PKL karena kebijakan pemerintah itu dianggap tidak tepat, tidak 

adil dan merugikan para PKL.  Kemudian yang menambah daftar panjang 

permasalahan PKL ini adalah pendekatan yang dilakukan pemerintah dalam 

praktiknya banyak menggunakan kekerasan. Pendekatan kekerasan yang akan 

dilakukan pemerintah justru akan menjadi boomerang bagi pemerintah itu sendiri, 

sehingga akan timbul ketidakstabilan, anarkisme dan ketidaktentraman yang 

dampaknya justru akan menurunkan citra pemerintah sebagai pembuat kebijakan.   

2.4. Penerapan Kebijakan Publik tentang Relokasi Pedagang Kaki Lima di 

Palembang 

 Definisi Relokasi berdasarkan Kamus Besar Indonesia diartikan sebagai 

perpindahan atau pemindahan lokasi, baik suatu industri ataupun tempat 

berdagang dari satu tempat ke tempat lainnya dengan alasan-alasan tertentu. 

Definisi lain dari relokasi yaitu sebuah perubahan di fisik lokasi dari sebuah 

bisnis. Sebuah bisnis mungkin merelokasi bisnisnya  karena meningkatnya biaya 

pada saat pengadaan fasilitas, karena keringanan pajak di lokasi yang berbeda, 

perubahan pasar sasaran atau untuk alasan lain. Jadi relokasi yang dimaksudkan 

dalam pembahasan ini adalah tindakan pengalihan tempat perusahaan beroperasi 

dari satu lokasi fisik yang lain. 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=id&langpair=en%7Cid&u=http://www.businessdictionary.com/definition/change.html&rurl=translate.google.co.id&usg=ALkJrhiVIzhuYBE1ZBoJgDoi6iYz8tX78A
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=id&langpair=en%7Cid&u=http://www.businessdictionary.com/definition/location.html&rurl=translate.google.co.id&usg=ALkJrhioWsP4K4vx7r7WMDyKR6D_AX5sYQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=id&langpair=en%7Cid&u=http://www.businessdictionary.com/definition/business.html&rurl=translate.google.co.id&usg=ALkJrhjgtz6GPxkAkKX7iE8QQXle4nRszA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=id&langpair=en%7Cid&u=http://www.investorwords.com/4166/relocate.html&rurl=translate.google.co.id&usg=ALkJrhgNN-LdAadnZsoqQJoa-O4AEJWupA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=id&langpair=en%7Cid&u=http://www.businessdictionary.com/definition/costs.html&rurl=translate.google.co.id&usg=ALkJrhjNAEhb3m6ZpHE5BoMGnzpOptL9-Q
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=id&langpair=en%7Cid&u=http://www.businessdictionary.com/definition/current.html&rurl=translate.google.co.id&usg=ALkJrhjLlpgmWMnu6R71eBotcXaa0JCtYQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=id&langpair=en%7Cid&u=http://www.businessdictionary.com/definition/facility.html&rurl=translate.google.co.id&usg=ALkJrhioZymJt9130rzyqMm9sJw4qVPKLQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=id&langpair=en%7Cid&u=http://www.businessdictionary.com/definition/tax-break.html&rurl=translate.google.co.id&usg=ALkJrhi-PmK9AAFKQDYsCpr_ostadd5mXg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=id&langpair=en%7Cid&u=http://www.businessdictionary.com/definition/changes.html&rurl=translate.google.co.id&usg=ALkJrhjFtjVEkdZd-2J_PRiH8oFaENndaQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=id&langpair=en%7Cid&u=http://www.businessdictionary.com/definition/target-market.html&rurl=translate.google.co.id&usg=ALkJrhhAHMqYThUe9GW1LsHimBTbxLBqZQ
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 Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 41 tahun 2012 tentang 

Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, dijelaskan bahwa 

Penataan pedagang kaki lima adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah 

daerah melalui penetapan lokasi binaan untuk melakukan penetapan, pemindahan, 

penertiban dan penghapusan lokasi pedagang kaki lima dengan memperhatikan 

kepentingan umum, sosial, estetika, kesehatan, ekonomi, keamanan, ketertiban, 

kebersihan lingkungan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

 Dalam menangani masalah relokasi PKL Pemerintah Kota Palembang 

mengeluarkan beberapa kebijakan yang isinya, antara lain:    

1) Pedagang Kaki Lima dipindah lokasikan ke tempat yang telah disediakan 

berupa kios-kios. 

2) Kios kios tersebut disediakan secara gratis. 

3) Setiap kios setiap bulan ditarik retribusi. 

4) Bagi Pedagang yang tidak pindah dalam jangka waktu 90 hari setelah 

keputusan ini dikeluarkan akan dikenakan sangsi sesuai dengan peraturan 

yang berlaku. 

Pemerintah kota menilai kebijakan relokasi tersebut merupakan tindakan 

yang terbaik bagi PKL dan memudahkan PKL. Dengan adanya kios – kios yang 

disediakan pemerintah, pedagang tidak perlu membongkar muat dagangannya. 

Selain itu, pemerintah juga berjanji akan memperhatikan aspek promosi, 

pemasaran, bimbingan pelatihan, dan kemudahan modal usaha. Pemerintah 

merasa telah melakukan hal yang terbaik dan bijaksana dalam menangani 

keberadaan PKL. Namun, Pasca relokasi tersebut, beberapa pedagang kaki lima 
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yang diwadahi dalam suatu paguyuban melakukan berbagai aksi penolakan 

terhadap rencana relokasi ini. 

KONTRIBUSI PENELITIAN  

Melalui penelitian ini diharapkan menjadi masukan secara khusus untuk 

mengatasi masalah PKL dan masukan bagi Pemerintah dalam memperbaiki 

implementasi suatu kebijakan publik terutama yang menyangkut pedagang kaki 

lima, agar para PKL (pedangang kali lima) melek terhadap teknologi Informasi 

(IT). 
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BAB III. METODE PENELITIAN 

3.1 Rancangan Penelitian 

Penelitian dilakukan dengan menggunakan desain kualitatif. Dalam 

melakukan analisa implementasi kebijakan publik akan dilakukan wawancara 

mendalam terhadap informan. Informan dalam penelitian ini adalah staf pada 

dinas terkait di pemerintah kota Palembang dan pelaku pedagang kaki lima 

(PKL). Wawancara mendalam dilakukan untuk dapat memberikan informasi 

mengenai kebijakan publik terkait relokasi PKL , meliputi:  

1. Kebijakan pemerintah daerah terhadap pedagang kaki lima 

2. Tujuan Pemerintah Daerah melakukan relokasi pada Pedagang Kaki Lima 

3. Upaya Pemerintah Daerah dalam memotivasi Pedagang Kaki Lima agar 

mereka mau mengikuti kebijakan dari Pemerintah.  

4. Fasilitas yang disediakan dalam kebijakan relokasi.  

5. Masalah yang dihadapi oleh Pedagang Kaki Lima setelah dilakukan relokasi 

seperti masalah penurunan tingkat pendapatan setelah direlokasi tempat 

usahanya. 

6. Manfaat dan hasil yang didapatkan oleh pedagang kaki lima yang direlokasi 

tempat usahanya. 

3.2. Langkah – Langkah Penelitian 

1. Persiapan 

1.1 Penentukan Objek Penelitian. 

1.2 Penentuan Informan. 

1.3 Perancangan Instrumen Penelitian.   

2. Pelaksanaan  
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2.1. Wawancara mendalam dengan informan yang telah ditentukan.  

2.2. Mengumpulkan data. 

2.3. Menganalisis data melalui tiga tahap yaitu: reduksi data, penyajian data, 

dan kesimpulan data.  

3. Pelaporan 

   3.1 Hasil Analisis secara deskriptif kualitatif dan kwantitatif akan disajikan 

dalam bentuk laporan hasil penelitian 

  3.2. Revisi hasil penelitian setelah dilakukan seminar hasil penelitian 

3.2 Teknik Analisis Data 

3.2.1. Prosedur Pengolahan Data 

 Setelah proses pengumpulan data selesai maka data tersebut dapat diolah. 

Data penelitian ini dimulai mendokumentasikan data dengan menata data-data 

hasil wawancara berupa rekaman pembicaraan, catatan lapangan, dan transkip. 

Langkah berikutnya pemberian kode untuk memudahkan peneliti dalam 

menganalisa data untuk membedakan informasi dari masing-masing 

responden/informan. Pemberian kode berupa nama dari informan pada kata-kata 

kunci saat wawancara mendalam.  

3.5.2. Prosedur Analisa Data 

 Menurut Bungin (2011: 161), tujuan analisis data kualitatif adalah sebagai 

berikut: 

1. Menganalisis proses berlangsungnya suatu fenomena dan memperoleh 

suatu gambaran yang tuntas terhadap proses tersebut. 

2. Menganalisis makna yang ada dibalik informasi, data, dan proses suatu 

fenomena tersebut. 
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 Pada penelian ini informasi segera dianalisis tanpa menunggu semua 

informan diwawancarai, informasi yang diperoleh dicatat  dan direkam kemudian 

dibuat transkip (menterjemahkan hasil wawancara dalam bentuk tulisan) dan 

matrik (tabel) setelah dikumpulkan berdasarkan pertanyaan dan tujuan peneliti. 

Informasi dianalisis secara manual yang disusun untuk menetukan alternatif 

pemecahan masalah. 
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BAB IV. JADWAL DAN BIAYA PENELITIAN 

4.1 Jadwal Penelitian  tahun  1 

No Kegiatan 
Bulan 1 Bulan 2 Bulan 3 Bulan 4 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. Persiapan                 

a. Studi Literatur                 

b. Administrasi & surat  

    menyurat  

                

c. Sosialisasi dengan subjek  

    penelitian 

                

d. Mempersiapkan instrumen                 

2 Pelaksanaan                 

a. Observasi                 

b. Wawancara                 

c. Pendokumentasian Data                 

d. Evaluasi Pelaksanaan                 

e. Input Data                 

f. Pengolahan & Analisis Data                 

3. Penyusunan Laboran Penelitian                 

4 Seminar Hasil Penelitian                 

 

4.1 Jadwal Penelitian  tahun  2 

No Kegiatan 
Bulan 1 Bulan 2 Bulan 3 Bulan 4 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. Persiapan                 

a. Studi Literatur                 

b. Administrasi & surat  

    menyurat  

                

c. Sosialisasi dengan subjek  

    penelitian 

                

d. Mempersiapkan instrumen                 

2 Pelaksanaan                 

a. Observasi                 

b. Wawancara                 

c. Pendokumentasian Data                 

d. Evaluasi Pelaksanaan                 

e. Input Data                 

f. Pengolahan & Analisis Data                 

3. Penyusunan Laboran Penelitian                 

4 Seminar Hasil Penelitian                 
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4.2 Biaya Penelitian 

Lampiran 1. Justifikasi Anggaran Penelitian  tahun pertama (1) 
Aspek Pembiayaan Satuan 

Usaha 

Satuan Waktu Biaya 

Satuan 

Jumlah 

Vol Satuan Vol Satuan 

1. Gaji dan Upah 

Ketua Peneliti 1 Org 10 Bln 700.000 7.000.000 

Anggota Peneliti 2 Org 10 Bln 475.000 9.500.000 

     Sub Total 16.500.000 

2. Bahan Habis pakai dan Peralatan 

ATK 1 Paket 10 Bln 275.000 2.750.000 

Papan survey 1 paket 1 Bln 125000 125000 

Komunikasi 1 Paket 10 Bln 300.000 3.000.000 

Peralatan Survey 1 Paket 1 Kali 1.500.000 1.500.000 

Penyusunan Angket 1 Paket 1 Kali 1.500.000 1.500.000 

Penelusuran Pustaka 1 Paket 1 Kali 5.000.000 5.000.000 

Rekapitulasi Data 1 Paket 1 Kali 2.500.000 2.500.000 

Pengolahan Data 1 Paket 1 Kali 5.000.000 5.000.000 

     Sub Total 21.375.000 

       

3. Transportasi dan Akomodasi 

a. Survey Data       

- Ilir Timur I,II 3 Org 3 Hari 250.000 2.250.000 

- Ilir Barat I,II 3 Org 3 Hari 250.000 2.250.000 

- Sebrang Ulu I,II 3 Org 3 Hari 250.000 2.250.000 

- Sukarame 3 Org 3 Hari 250.000 2.250.000 

- Kemuning, Sako 3 Org 3 Hari 250.000 2.250.000 

- Bukit Kecil, 

Gandus 

3 Org 3 Hari 250.000 2.250.000 

 

 

- Plaju, Kertapati 3 Org 3 Hari 200.000                 

1800.000 

- Kalidoni 3 Org 3 Hari 200..000 1800.000 

- Sematang  

 

3 Org 3 Hari 250.000 2.250.000 

     Sub Total 19.350.000 

       

4. Lain-Lain 

Biaya Pelaksanaan Seminar 

 

            

 

a. Seminar Proposal 

b. Sosialisasi IT/ FGD 

c. Sewa lab komputer 

2 

150  

 

150              

Paket 

Orang 

 orang   

2 

4 

4 

Hari 

Hari 

Hari 

              

1.500.000 

                 

250.000 

              

2.000.000 

3.000.000 

15.000.000 

8.000.000 

d. seminar Laporan Awal 2 Paket 2 Hari 2.750.000 5.500.000 

e. Publikasi Ilmiah 1 Paket 1 Kali 4.000.000 4.000.000 

f. Penyusunan Laporan 1 Paket 1 Kali 950.000 950.000 

g. Penggandaan Laporan 1 Paket 1 Kali 950.000 950.000 

     Sub Total 29.400.000 

     Grand 

Total 

95.000.000 
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Lampiran 1. Justifikasi Anggaran Penelitian (Untuk Tahun 2) 
Aspek Pembiayaan Satuan 

Usaha 

Satuan 

Waktu 

Biaya 

Satuan 

Jumlah 

Vol Satuan Vol Satuan 

1. Gaji dan Upah 

Ketua Peneliti 1 Org 10 Bln 700.000 7.000.000 

Anggota Peneliti 2 Org 10 Bln 475.000 9.500.000 

     Sub Total 16.500.000 

2. Bahan Habis pakai dan Peralatan 

ATK 1 Paket 10 Bln 275.000 2.750.000 

       

Komunikasi 1 Paket 10 Bln 300.000 3.000.000 

Peralatan Survey 1 Paket 1 Kali 1.500.000 1.500.000 

Penyusunan Angket 1 Paket 1 Kali 1.500.000 1.500.000 

Penelusuran Pustaka 1 Paket 1 Kali 5.000.000 5.000.000 

Rekapitulasi Data 1 Paket 1 Kali 2.500.000 2.500.000 

Pengolahan Data 1 Paket 1 Kali 5.000.000 5.000.000 

     Sub Total 21.250.000 

       

3. Transportasi dan Akomodasi 

b. Survey Data       

- Ilir Timur I,II 2 Org 10 Hari 150.000 1.500.000 

- Ilir Barat I,II 2 Org 10 Hari 150.000 1.500.000 

- Sebrang Ulu I,II 2 Org 10 Hari 150.000 1.500.000 

- Sukarame 2 Org 10 Hari 125.000 1.250.000 

- Kemuning, Sako 2 Org 10 Hari 150.000 1.500.000 

- Bukit Kecil, 

Gandus 

2 Org 10 Hari 200.000 2.000.000 

- Plaju, Kertapati 2 Org 10 Hari 150.000 1.500.000 

- Kalidoni 2 Org 10 Hari 125.000 1.250.000 

- Sematang  2 Org 10 Hari 125.000 1.250.000 

     Sub Total 13.250.000 

       

4. Lain-Lain 

Biaya Pelaksanaan Seminar 

h. Seminar Proposal 

i. Pelatihan IT 

j. Honor instruktur IT 

1 

150 

1 

Paket 

0rang  

Orang   

1 

4 

4 

Hari 

Hari 

hari 

1500.000 

250.0000 

500.000 

1.500.000 

15.000.000 

2000.000 

k. Seminar Laporan Akhir 2 Paket 2 Hari 3.750.000 7..500.000 

l. Publikasi Ilmiah 1 Paket 1 Kali 4.000.000 4.000.000 

m. Penyusunan Laporan 1 Paket 1 Kali 750.000 750.000 

n. Penggandaan Laporan 1 Paket 1 Kali 750.000 750.000 

     Sub Total 30.0000.000 

     Grand 

Total 

82.500.000 
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